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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu yang
mempelajari  tentang bagaimana cara-cara  untuk
memenuhi  kebutuhan manusia yang tidak terbatas
dengam sumber daya yang terbatas. Hal ini tentuya
berkaitan dengan kegiatan manusia dalam hal mencari
nafkah  guna  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.
Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa
indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang
betujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar
1945.

UUD 1945 menegaskan di dalam pembukaannya
bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan
kesehjateraan umum. Penegasan diatas tidak terlepas dari

pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaaan



Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya negara hendak
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

Lahirnya Koperasi Simpan Pinjam dan usaha simpan
pinjam (KSP/USP) selama ini dilatarbelakangi oleh
berbagai alasan yang berbeda. Ada KSP/USP yang lahir
dari adanya kepentingan dan kebutuhan bersama akan
layanan jasa keuangan (simpanan, kredit dan payment
point). Ada juga yang lahir karena di dorong adanya
program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan
ada juga yang lahir karena gerakan sosial keagamaan, ada
juga KSP yang didirikan oleh LSM yang bergerak dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan ada KSP yang
sengaja didirikan oleh sekolompok orang sebagai unit
usaha komersial di bidang keuangan, serta ada pula
KSP/USP yang dibentuk sebagai kepanjangan layanan
keuangan dari Lembaga Keuangan (Bank dan bukan-
Bank).

Pada masa orde baru Pemerintah pernah menginisiasi

dan mendorong berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD)



yang melayani kebutuhan Petani dan Nelayan, Koperasi
Pasar (KOPPAS) yang melayani kebutuhan pedagang di
Pasar tradisional. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang
melayani kebutuhan pegawai negeri dan sebagainya.
Kebutuhan anggota yang ada hampir di setiap Koperasi
adalah jasa layanan keuangan, sehingga hampir di setiap
Koperasi mendirikan unit simpan pinjam (USP).

Dewasa ini pemerintah juga memiliki program
pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM
(Program  Nasional ~ Pemberdayaan = MasJyarakat)
“Mandiri”. Melalui program ini telah banyak berdiri unit-
unit layanan keuangan di tengah-tengah masyarakat yang
diinisiasi oleh pemerintah. Berbagai embrio KSP tersebut
ada yang sudah mendapat badan hukum Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) dan sebagian besar tetap beroperasi tanpa
badan hukum dengan melayani anggota masyarakat secara
terbatas.

Kelompok masyarakat yang memiliki modal untuk

bersama-sama mendirikan Koperasi Simpan Pinjam



(KSP) telah ada sejak masa orde baru di Indonesia.
Biasanya mereka memiliki latar belakang yang sama
(identik), misalnya pedagang, banki, guru, pegawai dan
sebagainya. Awalnya mereka membentuk paguyuban,
asosiasi atau perkumpulan. Permasalahan bersama yang
masing-masing anggota mengalaminya adalah
permasalahan keuangan, sehingga setiap ada perkumpulan
atau paguyuban selalu membutuhkan jasa layanan
keuangan.

Lembaga keuangan formal (Bank dan Lembaga
Keungan lainnya) membutuhkan lembaga yang mampu
menjembatani penyaluran kredit ke sektor usaha mikro
dan kecil. Keterbatasan sumber daya dan peraturan
(regulasi) mendorong Bank Umum dan LK lainnya untuk
masuk ke sektor mikro. Sasaran keuangan mikro berupa
usaha mikro yang tidak bankabel tetapi feasible juga
menjadi alasan mengapa lembaga keuangan formal

tertarik masuk ke kredit mikro. Lembaga keuangan yang



membuka layanan ke sektor mikro melalui linkage dengan
Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP).!

Koperasi sebagai institusi ekonomi yang dapat
dikembangkan pada Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)
memiliki prinsip kekeluargaan (ayat (1) Pasal 32 UUD RI
Tahun 1945) , tentunya sebagai badan usaha yang
berbentuk badan hukum Koperasi yang merupakan
subyek hukum privat yang dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan dan mewujudkan kesehjateraan ekonomi
anggotanya. Walaupun prinsip kekeluargaan dalam
berekonomi,  setidaknya dalam realitas  sejarah
perkembangan bangsa indonesia saat ini, sedikit-
banyaknya telah mulai ditinggalkan, yaitu ketika kekuatan
ekonomi  kapital telah menjadi lokomotif bagi
perkembangan masyarakat global.

Namun, Indonesia sebagai negara tentunya melalui
tangan kebijakan ekonomi pemerintah, maka baik secara

administrasi dan kelembagaan negara serta ketentuan

! Ahmad Subagyo, Manajemen Koperasi Simpan Pinjam, (Jakarta :
Mitra Wacana Media, 2014), h. 1-4



peraturannya telah meletakkan bagi adanya pemberdayaan
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah terus
mendukung kontinuitas (al-mudhawwamah) bagi institusi
bisnis ini.

Pusat sebagai lembaga bisnis, dalam
perkembangannya dewasa ini telah memilih jenis bisnis
jasa (business services) atau yang bersifat untuk mutu
layanan pada jasa sewa wisma, aula, tanah dan pinjaman
uang sebagai bisnis inti (core business), yang selain itu
pada masanya juga telah melakukan bisnis sektor riil
berupa penyediaan barang-barang konsumtif, namun yang
disebut terakhir mengalami kemandegan, termasuk
kemandegan pada sektor bisnis jasa pesta dan angkutan.

Nampaknya, sektor-sektor bisnis yang mengalami
kemandegan memberikan pembelajaran kepada kita
semuan bahwa bisnis harus dikelola dengan berbasis
entrepreneurship bukan separuh waktu, sambilan setelah
mengerjakan tugas sebagai pegawai negeri sipil, atau

setidaknya pengurus yang telah diberikan amanat anggota



harus mampu meng-organizing dan meng-actuating
manusia lainnya sebagai salah satu sumber daya ekonomi
atau faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi, yaitu
dengan menempatkan atau menunjuk pengelola koperasi
seperti manajer dan staf yang mampu menggerakkan
bisnis yang menjadi kegiatan bisnis Pusat.

Artinya, pengurus dan pengawas memiliki tugas dan
fungsi berupa meletakkan kebijakan strategis, pengaturan,
pengawasan serta evaluasi dan pelaporan yang sesuai
dengan amanat dan kepentingan anggota, sedangkan
kebijakan teknis-operasional harus didelegasikan kepada
pihak lain (authority delegation) untuk mewujudkan
program-program kerja bisnis Pusat.

Hal itu sesuai dengan konsepsi bisnis seperti yang
dinyatakan oleh Raymond E. Glos bahwa bisnis
merupakan kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-
orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan
industri yang menyediakan barang dan/ jasa untuk

kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar



serta kualitas hidup mereka (Business Its Nature and
Environment ; An Introduction, 1976:1).

Selanjutnya, bisnis bila diadopsi dalam batasan yang
sederhana harus dilakukan sesuai dengan kerangka
berpikir atas tiga pertanyaan dasar dengan diawali kata
tanya, yaitu what, how dan why. Pertama, kata what
berarti harus mampu menjawab industri barang dan/ jasa
apa dibutuhkan masyarakat; kedua, kata how diartikan
dengan sarana dan prasarana atau faktor-faktor produksi
(ma’ayisy) harus digunakan untuk memproduksi barang
dan/ atau jasa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan
anggota dan masyarakat; ketiga, kata why menyangkut
asas dampak manfaat ketika barang dan/atau jasa
dimanfaatkan oleh anggota dan masyarakat, termasuk
ketika menfaat itu tidak boleh bertentangan dengan
kebiasaan, adat istiadat, kepatutan dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam

Islamic economic megenai barang dan/atau jasa yang riba,



gharar, hasil persaingan usaha tidak sehat atau monopoli,
atau perjudian (maysir).

Selain itu, yang lebih urgent ketiak mengadopsi
pendapat ahli bisnis teoritik, bahwa pada aspek kata how
harus dimasukkannya unsur preneur, Vyaitu jiwa
entrepreneurship (artinya, jiwa kewirausahaan) dengan
segala karakteristiknya, sehingga terealisasinya ko-
preneur. Bisnis tidak akan berjalan atau bahkan mati, jika
dikelola oleh pelaku usaha yang tidak mendekati konsep
jiwa kewirausahaan.

Setiap kegiatan usaha yang mengharapkan akan
berkembang dan maju, selalu memerlukan dana untuk
membiayai  keperluan-keperluan  operasional  dan
investasi. Dana tersebut diperoleh dari pemasukan pemilik
usaha dan sumber-sumber lain, seperti pinjaman dari

pihak ketiga, bank-bank.

2 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Rapat
Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 PKPRI Kabupaten Serang, Provinsi
Banten, Indonesia.
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Bagi koperasi sangat berbeda keadaannya koperasi
mendasarkan  kepemilikan usaha tidak dari segi
kepemilikan saham, tetapi dari keikutsertaan sebagai
anggota yang tercatat. Jika dalam perusahaan
nonkoperasi, pembagian keuntungan perusahaan dihitung
dari jumlah saham yang dimiliki, sedang dalam usaha
koperasi pembagian “keuntungan” yang disebut sisa hasil
usaha atas dasar besarnya jasa anggota yang diberikan
kepada koperasi tersebut.

Modal utama koperasi terdiri atas simpanan-simpanan
atau iuran-iuran para anggotanya yang lazimnya terinci
menjadi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan
sukarela, selain itu dimungkinkan penambahan modal dari
donasi para anggota atau pihak lain serta pinjaman-
pinjaman dari anggota atau pihak ketiga atau dari
perbankan. 3

Menurut  UU No.25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari

® Tiktik Sartika Partomo, Ekonomi Koperasi, (Bogor : Ghalia

Indonesia, 2009), h. 45.
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modal sendiri dam modal pinjaman. Modal sendiri dapat
berasal dari simpanan pokok, simpananan wajib, dana
cadangan, hibah dari anggota maupun dari masyarakat.

Mengenai cara penyerahan/ penyetoran simpanan
pokok dan anggota kepada koperasi dapat diatur di dalam
setiap AD/ART koperasi, apakah dilakukan sekaligus atau
dengan cara diangsur. Dana cadangan koperasi tidak
boleh dibagikan kepada anggota meskipun terjadi
pembubaran koperasi.

Dana ini, pada masa pembubaran oleh penyelesai
pembubaran dipakai untuk menyelesaikan utang-utang
koperasi, kerugian-kerugian  koperasi, biaya-biaya
penyelesaiandan sebagainya. Modal koperasi yang
merupakan (hibah) ini adalah pemberian harta kekayaan
dari seseorang (baik sebagai anggota koperasi maupun
bukan anggota) yang berupa kebendaan, baik benda
bergerak atau benda tetap.

Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang

berupa benda bergerak dari pemberi hibah dapat
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dilakukan seketika. Untuk penyerahan benda tetap
dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu suatu
penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum
tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas
benda tetap.*

Jika koperasi mampu menghimpun modal yang cukup
besar untuk membiayai usahanya serta dapat
mengelolanya secara efektif dan efisien, maka koperasi itu
akan tumbuh dan berkembang, sehingga nantinya
diperoleh tingkat SHU yang relatif besar.” Kesejahteraan
anggota koperasi dicerminkan oleh perolehan sisa hasil
usaha (SHU) yang terus mengalami peningkatan.®

Tentang SHU Koperasi, baik UU No. 12/1967
maupun UU No. 25/1992 memberikan rumusan yang

sama, perbedaannya bahwa dalam No. 12/1967 diatur

* Subandi, Ekonomi Koperasi, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 82.

> Nur Azizah, Pengaruh modal terhadap perolehan SHU pada
anggota KPRI Al-lkhlas MAN 1 Semarang, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial
Jurusan Ekonomi).

® Sigit Puji Winarko, “Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan
Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri”, Jurnal
Ekonomi dan Bisnis, Vol. 01, No. 02 (2014), Universitas Nusantara PGRI
Kediri, h. 151.
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pula dalam cara-cara pendistribusian SHU, sedangkan

dalam UU No. 25/1992 tidak lagi diatur secara rinci.

Dalam pasal 45 UU No. 25/1992 dirumuskan sebagai

berikut :

1. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan
koperasi yang diperolen dalam satu tahun buku
dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban
lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang
bersangkutan.

2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan,
dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa
usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota
dengan koperasi, sert digunakan untuk keperluan lain
dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
(=patronage refund).

3. Besarnya penumpukan dana cadangan ditetapkan

dalam Rapat Anggota.’

" Tiktik Sartika Partomo, Ekonomi.... h. 50.
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Menurut Wigati dan Cornelio (2003) dalam Widiartin,
dkk (2016), Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan
koperasi yang diperoleh dari kegiatan atau usahanya selama
satu periode akutansi setelah dikurangi dengan biaya-biaya.
Besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi disetiap
tahunnya juga merupakan indikator keberhasilan pengelolaan
koperasi. Kemampuan koperasi untuk mengelola seluruh
potensi yang dimilikinya dalam usaha memperoleh laba
merupakan hal yang paling mendasar.®

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan
menelaah masalah  jumlah simpanan anggota dan
pengaruhnya terhadap peningkatan Sisa Hasil
Usaha (SHU), yang dirumuskan dalam judul “PENGARUH
JUMLAH SIMPANAN TERHADAP PEROLEHAN SISA
HASIL USAHA PADA PKP-RI KABUPATEN SERANG

TAHUN 2016-2018 ”

® Reza Septian Pradana, “Strategi Peningkatan Perolehan Sisa Hasil
Usaha (SHU) Koperasi Di Kota Banda Aceh”, Jurnal llmu Ekonomi, Vol. 9,
No. 1 (2019), Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya, h. 151.
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Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat

diidentifikasikan berbagai masalah, seperti :

1.

Perlunya perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang
berasal dari jJumlah simpanan anggota koperasi.
Tujuan  dari  badan usaha  koperasi  untuk

mneningkatkan taraf hidup para anggotanya.

Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, agar peneilitian

ini terarah dan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi

penulis, pembaca dan instansi terkait, maka perlu adanya

pembatasan masalah. Untuk itu penulis membatasi

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.

Peneliti membatasi obyek penelitian yaitu hanya fokus
membahas jumlah simpanan anggota dan perolehan
Sisa Hasil Usaha (SHU) pada periode tahun 2016-

2018
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2. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam
PKP-RI Serang yang beralamat di KH. Sueb No. 7

(Belakang Pasar Rau)-Cigabus Kota Serang 42151.

D. Perumusan Masalah
Dari pembatasan masalah diatas, maka dapat
dirumuskan masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu :
1. Apakah jumlah simpanan berpengaruh terhadap
perolehan Sisa Hasil Usaha pada PKP-RI Kabupaten
tahun 2016-2018?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam mengenai

Simpanan dalam Bisnis Koperasi?

E. Tujuan Penelitian
Mengacu pada permasalahan yang telah
disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah simpanan
terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha pada PKP-RI

Kabupaten Serang tahun 2016-2018.
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2. Untuk mengetahui Pandangan Ekonomi Islam

mengenai Simpanan dalam Bisnis Koperasi.

F. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
pemahaman tentang jumlah simpanan anggota dan
pengaruhnya terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha
(SHU), sehingga dapat diketahui sejaun mana teori
tersebut dapat diterapkan.
2. Bagi Akademisi
Sebagai wacana pengetahuan yang dapat dijadikan
sebagai pedoman atau referensi untuk bahan
perkuliahan atau penelitian selanjutnya.
3. Bagi Koperasi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber
informasi dan bahan evaluasi dalam rangka
optimalisasi penggunaan dan penyaluran modal

koperasi untuk kesehjateraan anggotanya.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari

lima bab, yaitu ;

Bab |

Bab Il

Bab 111

Bab IV

Pendahuluan, yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan
masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian  dan
sistematika pembahasan.

Landasan Teori, yang meliputi paparan
teori, hipotesis, penelitian terdahulu yang
relevan dan kerangka pemikiran.

Metode Penelitian, yang meliputi waktu
dan tempat penelitian, populasi dan
sampel, jenis metode penelitian, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data dan
hubungan antar variabel.

Deskripsi Hasil Penelitian, yang meliputi
deskripsi data, uji statistik, uji asumsi

klasik, analisis regresi, pengujian hipotesis,
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koefesien determinasi dan pembahasan
hasil penelitian.
Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan

saran.

. Perbedaan antara Penelitian ini dengan Penelitian
yang dilakukan oleh Nuri Wijayanti

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian
yang dilakukan oleh Nuri Wijayanti terletak pada
penambahan variabel bebas yang diteliti oleh Nuri
Wijayanti, yaitu menambahkan variabel partisipasi
anggota, pinjaman anggota dan modal koperasi. Hal ini
dilakukan  karena  banyak faktor yang dapat
mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi selain variabel
simpanan anggota.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nuri
Wijayanti ini  menggunakan analisis regresi linear
berganda dan penambahan metode uji asumsi klasik yang
terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji

Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.
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Serta perbedaan yang mendasar antara keduanya
yaitu perbedaan tempat penelitian dan periode tahun
penelitian. Nuri Wijayanti melakukan penelitian pada
Koperasi Syariah di Kabupaten Karanganyar pada tahun
2017. Sedangkan penelitian ini dilakukan di PKP-RI Kab.

Serang pada tahun 2020.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian
yang dilakukan oleh Lilis Sulistio Wati
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh Lilis Sulistio Wati terletak pada
penambahan variabel bebas yang diteliti oleh Lilis
Sulistio Wati, yaitu menambahkan variabel jumlah
anggota anggota. Hal ini dilakukan karena variabel jumlah
anggota merupakan salah satu variabel yang dapat
mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Lilis
Sulistio Wati ini menggunakan analisis regresi linear
berganda dan penambahan metode uji asumsi klasik yang

terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji
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Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Serta perbedaan
yang mendasar antara keduanya yaitu perbedaan tempat
penelitian dan periode tahun penelitian. Lilis Sulistio Wati
melakukan penelitian pada Koperasi Mina Putra Bahari di
Kabupaten Ende pada tahun 2011. Sedangkan penelitian

ini dilakukan di PKP-RI Kab. Serang pada tahun 2020.






